BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ & ¢4 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Menimbang

Mengingat

a.

b

DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tabalong;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu dibentuk Tim dan
Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 49);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2022
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 57);

1. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020-2024;

2. Instruksi Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekusor Narkotika di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-
2024;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kabupaten
Tabalong;

b. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Wilayah Kabupaten Tabalong;

c. mengkoodinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan
mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kabupaten Tabalong;

d. membahas masalah aktual di Kabupaten Tabalong yang
berpotensi mengancam stabilitas nasional di Daerah, baik yang
direkomendasi oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu
Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur
Pimpinan Satuan Kerja di Kabupaten Tabalong;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

memberikan masukan kepada Bupati Tabalong dalam
menentukan kebijakan dan menyikapi setiap persoalan dan
perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial
masyarakat, Bangsa dan Negara di Kabupaten Tabalong; dan
memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi
Bupati Tabalong mengenai kebijakan yang terkait dengan diteksi
dini dan peringatan dini terhadap ancaman penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika; dan

melakukan rapat kerja sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini,
pemberdayaan masyarakat dan pemetaan wilayah rawan
penyalahgunaan dan Peraturan Gelap Narotika serta rencana
aksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

membantu Tim Terpadu melaksanakan koordinasi dengan
Instansi terkait dalam rangka mengetahui dan memantau
perkembangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di
wilayah Kabupaten Tabalong:

memfasilitasi hubungan kerja Tim Terpadu di wilayah Kabupaten
Tabalong;

membantu penyusunan dan pelaporan terkait Rencana Aksi
kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
melaporkan kegiatan Tim Terpadu secara berjenjang dari tingkat
Kabupaten ketingkat Provinsi sampai Nasional;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal /& fczfr'mﬂ' 2025

BUPATI TABALONG,%

ANANG SYAKHFIANI /%v

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

S B

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong di Tanjung
Anggota Tim yang bersangkutan

\_~



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 006 /2023
TANGGAL & Cebrunl 5623

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

NO. JABA’]I;‘)%I\I\IA]%ALAM JABAT{E\IMDALAM KET

1. | Bupati Tabalong Ketua

2. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Wakil Ketua I

3. | Kepala Badan Narkotika Kab. Tabalong Wakil Ketua II

4. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris
Kab. Tabalong

5. | Dandim 1008 Tanjung Anggota

6. | Kapolres Tabalong Anggota

7. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota
Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong

8. | Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Anggota

9. | Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Anggota

10. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Anggota

11.

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong

Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong Anggota

BUPATI TABALON G,W@

\'ANANG SYAKHFIANI %




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ Dbb /2023
TANGGAL : b Qe‘o.-umf 02>

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN

PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN TABALONG

TAHUN ANGGARAN 2023

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM

NO DINAS TIM sl

1. | Kepala Bidang Ideologi , Wawasan Ketua
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial
Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

2. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Sekretaris
Politik Kab. Tabalong

3. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Anggota
Organisasi Kemasyarakatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

4. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Anggota
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

5. | Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Tabalong Anggota

6. | Pejabat Analis Kebijakan Muda pada Badan Anggota
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong /
(Muhammad Nanang Arsyad, S.Ap)

7. | Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Anggota
Mayarakat pada BNNK Kab. Tabalong

8. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Anggota
Daerah Kab. Tabalong

9. | Kepala Satuan Narkoba Polres Tabalong Anggota

10. | Staf Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Anggota

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial
Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

* BUPATI TABALONG,W@/

IKH. ANANG SYAKHFIANI /K,




